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BAB I 

PENDAHULUAN 

 

A. Latar Belakang Masalah 

Lembaga keuangan memiliki peran sebagai lembaga yang menjadi sumber 

permodalan yang berperan penting dalam pertumbuhan ekonomi dan kesejateraan 

masyarakat. Lembaga keuangan ialah lembaga yang memiliki tujuan sebagai penunjang 

pembangunan nasional dalam rangka meningkatkan pertumbuhan ekonomi, pemerataan 

serta stabilitas nasional dengan cara mendapatkan dana dari masyarakat dan 

menyalurkannya kembali untuk pendanaan dan untuk mendapatkan keuntungan dalam 

bentuk bunga dan persenan. 

Lembaga keuangan ialah suatu badan atau lembaga yang memiliki aktivitas untuk 

menarik hasil dana dari masyarakat yang kemudian disalurkan kembali kepada masyarat. 

Terdapat dua jenis lembaga keuangan yakni lembaga keuangan bank dan lembaga 

pembiayaan non bank, dimana perbedaan utama antara kedua lembaga tersebut yaitu 

pada penghimpunan dana. 

Bahwa bank dapat menghimpun dana baik secara langsung maupun tidak langsung 

dari masyarakat sedangkan lembaga keuangan non bank hanya dapat menghimpun dana 

secara tidak langsung dari masyarakat. Dalam hal penyaluran dana lembaga keuangan 

bank dan non bank mempunyai peran penting bagi aktifitas perekonomian. Bank 

berperan sebagai wadah yang dapat menghimpun serta menyalurkan dana masyarakat 

secara efektif dan efisien. Lembaga keuangan bank terdiri dari:  

a. Bank sentral 

Badan keuangan (yang umumnya dimiliki pemerintah) yang diserahi dan 

memiliki tanggung jawab untuk mengatur serta mengawasi kestabilan badan-



badan keuangan, yang bertujuan agar kegiatan badan-badan keuangan tersebut 

dapat meningkatkan tingkat kegiatan ekonomi yang tinggi dan stabil1. 

b. Bank umum 

Bank yang dapat melakukan kegiatan usaha secara konvensional dengan 

prinsip syariah yang kegiatannya untuk memberikan jasa dalam lalu lintas 

pembayaraan. Kegiatan untuk memberikan jasa dalam lalu lintas pembayaran 

terdapat dalam Undang-Undang Nomor 10 Tahun 19982. 

c. Bank Perkreditan Rakyat 

Bank yang  kegiatan usaha secara konvensional yang memiliki  prinsip 

syariah. Kegiatan bank perkreditan rakyat tidak memberikan jasa dalam lalu lintas 

pembayaran. Kegiatan usahanya berdasarkan prinsip syariah tidak diperkenankan 

melakukan kegiatan secara konvensional, demikian juga yang melakukan kegiatan 

usaha secara konvensional tidak diperkenankan melakukan kegiatan berdasarkan 

prinsip syariah3. 

Sedangkan lembaga keuangan non bank dapat memberikan berbagai jasa keuangan 

dan dapat menarik dana dari masyarakat secara depository atau tidak langsung. Lembaga 

keuangan bukan bank antara lain4: 

a. Perusahaan Asuransi; 

b. Dana Pensiun; 

c. Koperasi Simpan Pinjam; 

d. Pasar Modal; 

                                                             
1Bambang Widjajanta, Aristanti Widyaningsih, “Mengasah Kemampuan Ekonomi”, (Bandung: CV 

Citra Praya,  2007), hlm. 148. 
2Irsyadi Zain, Y. Rahmat Akbar, “Bank dan Lembaga Keuangan Lainnya”, (Yogyakarta: CV Budi 

Utama, 2020), hlm. 44. 
3Ibid. hlm. 125. 
4Jamal Wiwoho, 2014, “ Peran Lembaga Keuangan Bank dan Lembaga Keuangan Bukan Bank Dalam 

Memberikan Distribusi Keadilan Bagi Masyarakat”,Masalah-Masalah Hukumvol.43, no.1: 2014, hlm. 5. 

 



e. Perusahaan pegadaian; 

f. Pasar Uang;  

g. Lembaga Pembiayaan. 

Lembaga keuangan memiliki fungsi sebagai penyediakan jasakeuangan bagi 

nasabahnya, dimana pada umumnya lembaga keuangan diatur oleh regulasi keuangandari 

pemerintah. Fungsi lembaga keuangan tersebut untuk menyediakanjasa sebagai perantara 

antara pemilik modal danpasar uang yang bertanggung jawab dalampenyaluran dana dari 

investor kepada perusahaanyang akan membutuhkan dana tersebut.  

Dengan adanya lembaga keuangan ini yang memberikan fasilitasi sebagai arus 

penyebaran uang dalam perekonomian, yang mana uang dari investor dikumpulkan 

dalam bentuktabungan, sehingga resiko selaku investor iniberalih pada lembaga 

keuangan yang kemudian dapat menyalurkan dana tersebut dalam bentuk pinjamanutang 

kepada yang masyarakat yang membutuhkan5. 

Bank merupakan suatu lembaga keuangan yang didirikan dengan kewenangan untuk 

menerima simpanan uang, menerbitkan promes atau sebagai banknote dan sebagai sarana 

meminjam uang. Pada Pasal 1 ayat (1) Undang-UndangNomor 10 Tahun 1998 

TentangPerubahanatasUndang-UndangNomor 7 Tahun 1992 TentangPerbankan 

menyatakan bahwa6:  

“Perbankanadalahsegalasesuatuyang berkaitan tentang bank,mencakupkelembagaan, 

kegiatanusaha, sertacara dan proses dalammelaksanakankegiatanusahanya”. 

Fungsiutamaperbankan Indonesia ialah sebagai penghimpun dan penyalur dana 

masyarakat. Dalam menjalankan fungsinya, bank harus memperhatikan hal-hal berikut7: 

a. Rentabilitas merupakan kemampuan dari bank untuk memperoleh suatu 

keuntungan;  
                                                             

5Ibid., hlm. 4. 
6Pasal 1 ayat (1) Undang-Undang Nomor 10Tahun 1998 TentangPerbankan 
7Bambang Widjajanta, Aristanti Widyaningsih, op.cit., hlm. 146. 



b. Likuiditas merupakan kemampuan dari bank untuk melunasi kewajiban pada saat 

terjadinya jatuh tempo; 

c. Solvabilitas merupakan kemampuan dari bank untuk memenuhi seluruh 

kewajibannya saat bank tersebut dilikuidasi. 

Pada Undang-UndangNomor 10 Tahun 1998 Tentang Perbankan Pasal 1 ayat 

(2)terdapat pengertian bank yang menyatakan bahwa:  

“Bank merupakan badan usaha yang menghimpun dana 

darimasyarakatdalambentuksimpanan dan 

menyalurkannyakepadamasyarakatdalambentukkredit dan ataubentuk-

bentuklainnyadalamrangkameningkatkantarafhiduprakyatbanyak”.  

Fungsi utama dari bank yaitu sebagai bentuk penyaluran dana kepadamasyarakat yang 

bertujuanmenunjangpelaksanaanpembangunannasionaluntukpemerataan dan 

pertumbuhanekonomi8. Kegiatan usaha bank dapat menghimpun dana dari masyarakat 

dalam bentuk simpanan berupa giro, deposito berjangka, sertifikat deposito, tabungan, 

dapat menerbitkan surat pengakuan utang, dapat memberikan kredit dan lain-lain. Untuk 

dapat melakukan penyaluran dana dalam bentuk kredit tentunya dilakukan dengan cara 

melakukan perjanjian kredit. Suatu perjanjian adalah perbuatan yang mana satu orang 

atau lebih mengikatkan diri terhadap satu orang atau lebih9.  

Sedangkan perjanjian kredit (credit/loan agreement) merupakan salah satu perjanjian 

yang dilakukan antara pihak bank dengan pihak ketiga yaitu nasabah. Dalam Undang-

UndangNomor 10 Tahun 1998 Tentang Perbankan Pasal 1 ayat (11) menyatakan 

bahwa10:  

                                                             
8Pasal 1 ayat (2)Undang-UndangNomor 10 Tahun 1998 Tentang Perbankan. 
9Pasal 1313Kitab Undang-Undang Hukum Perdata Tentang Perikatan Yang Lahir Dari Kontrak atau 

Persetujuan. 
10Undang-Undang Nomor 10 Tahun 1998  Tentang Perbankan Pasal 1 ayat (11). 



“Kreditmerupakanpenyediaan uang atautagihan 

berdasarkanpersetujuanataukesepakatanpinjam-meminjamantara bank denganpihak 

lain yang 

mewajibkanpihakpeminjamuntukmelunasiuangnyasetelahjangkawaktutertentudengan

pemberianbunga”. 

Pada Pasal 8 Undang-Undang Nomor 10 Tahun 1998 Tentang Perbankan menyatakan 

bahwa11:  

“Dalam memberikan kredit atau pembiayaan berdasarkan prinsip syariah, Bank 

Umum wajib mempunyai keyakinan berdasarkan atas itikad dan kemampuan nasabah 

debitur untuk melunasi utangnya dan mengembalikan pembiayaan yang sesuai dengan 

yang diperjanjiakan”.  

Berdasarkanketentuannyauntukmelakukankreditharusdidasarkan pada persetujuan dan 

kesepakatanpinjammeminjamdenganadanyaperjanjiankredit.Perjanjiantersebutakandiberi

kan oleh pihak bank kepadapihakkrediturdengansyaratadanyajaminan, jaminanituberupa 

benda yang menuruthukumdigolongkansebagaibarangtidakbergeraksepertitanahbagunan 

yang dibuktikandenganadanyasertifikattanah dan hakpakai yang diberikan dan 

berupabarangbergeraksepertikendaraanbermotor dan Bukti PemilikKendaraanBermotor 

(BPKB). 

Dalamilmuhukumadaempatunsurpokoksebagaisyarat-syaratsahnyasuatuperjanjian, 

duaunsurpokok yang menyangkutsubyek dan duapokok yang 

menyangkutobyek.Unsursubyekmencakupunsurkesepakatansecarabebasdaripihak yang 

terikatperjanjian dan daripihak yang 

melaksanakanperjanjian.Sedangkanunsurobjektifmerupakankeberadaanobjek yang 

diperjanjikan dan harussesuaidenganhukum. 

                                                             
11Undang-Undang Nomor 10 Tahun 1998 Tentang Perbankan Pasal 8. 



Apabilakeempatunsurtersebuttidakterpenuhimakadapatmenyebabkancacatdalamperjan

jian dan di anggapbatal demi hukum 

(hakperjanjiannyatidakterpenuhiunsurobjektifnya).Sepertiketentuan yang 

telahberlakuapabilaakanmelakukanpinjammeminjamdalambentukkreditmakaharusdisepa

kitidenganadanyaperjanjiankredit. Perjanjiankredit bank merupakanbentukperjanjian 

yang dilakukan oleh pihakkreditur dan debitur yang mana 

pihakkreditursebagaipemberikredit dan pihakdebitursebagaipenerimakredit. 

Pada Pasal 1131  KUH Perdata yang mengatur tentang jaminan, Pasal 1131 

menyebutkan bahwa segala kebendaan si berhutang baik yang bergerak maupun yang tak 

bergerak, baik yang sudah ada maupun yang akan ada dikemudian hari, menjadikan 

tanggungan untuk segala perikatan perseorangan. Maka dapat dikatakan bahwa semua 

harta kekayaan si berhutang di jadikan jaminan bagi semua kewajibannya, yang mana 

hutang tersebut meliputi12:  

a. Benda bergerak dan tidak bergerak; 

b. Benda yang sudah ada pada saat perjanjian dibuat; 

c. Benda yang baru akan ada pada saat perjanjian dibuat. 

Dalam pelaksanaan perjanjian kredit yang perlu ditentukan yaitu jangka waktu, karena 

kredit merupakan pinjaman yang akhirnya suatu waktu harus dikembalikan kepada 

penyedia kredit. Oleh karena itu perlu dicantumkannya item jangka waktu agar setiap 

kreditur dapat bertanggung jawab terhadap kewajibannya.  

Apabila dalam jangka waktu yang telah ditentukan dan penerima kredit melakukan 

wanprestasi atau ingkar janji maka ditentukan hukuman atas kelalaian itu, bisa berupa 

                                                             
12Ashadi L. Diab, “Perjanjian Kredit  Pada Bank Perkreditan Rakyat”, 2017, hlm.9. 



denda, bunga, biaya dan lain-lain13. Perjanjian kredit yang telah disepakati antar para 

pihak, perjanjian tersebut dilakukan sesuai dengan kehendak para pihak. 

Pada awaltahun 2020 Indonesia khususnya telah terjadi adanya 

infeksiberatdenganpenyebab yang belumdiketahui, yang diawali dengan 

laporandariCinakepada World Health Organization (WHO) terdapat 44 pasien 

pneumonia di Kota Wuhan, Provinsi Hubei, China, tahun 2019. Penderita virus 

inidapatmengalamidemam, batukkering, dan kesulitanbernapas. 

Penderita virus Covid-19bersifat mudah menyebar, penyebaran dari satu orang ke 

orang lain melaluipercikandarisaluranpernapasan pada saatbatukataubersin dan 

dapatdengan mudahmenulardenganbersentuhan14. Pandemi Covid-19 juga membawa 

dampak negatif bagi sektor kesehatan, sektor ekonomi, sosial, politik, dan sektor budaya.  

Virus Covid-19 yang semakin hari semakin membawa dampak negatif di Indonesia, 

Maka dari itu pemerintah mengeluarkan PeraturanPemerintahNomor 21  tahun 2020 

tentang PembatasanSosialBerskalaBesar(PSBB) DalamRangkaPercepatan Penanganan 

Covid-19.Pemerintahmenyadari bahwa penularandariCovid-19inibersifat droplet 

percikanlendir kecil-kecildaridindingsaluranpernapasanseseorang yang sakit yang keluar 

pada saatbatuk dan bersin. Oleh karenaitu, pemerintahmenghimbau kepada selurh 

masyarakat yang terkena sedang mengalami batuk dan yang menderitapenyakit influenza 

untukmenggunakan masker, yang bertujuanuntukmembatasipercikan droplet dari yang 

bersangkutan15. 

Dampak buruk yang terjadi pada sektorekonomi yakni banyaknyakaryawan yang 

terkena PHK yang mengakibatkanbertambahnya jumlah pengangguran yang ada di 

                                                             
13Ibid., hlm.10. 

14Pane, Merry d.c, 2020 , “Covid-19”, (https://www.alodokter.com/covid-19), diakses 8 september 

2020 pukul 16.02 WIB. 
15Nur RohimYunus,AnnissaRezki, 2020, “KebijakanPemberlakuan Lockdown 

SebagaiAntisipasiPenyebaran Corona Virus Covid-19” Jurnal sosial dan budaya syar’i Vol.7 No.3 :2020 hlm. 

230.  

https://www.alodokter.com/covid-19


Indonesia. Dengan meningkatnya karyawan yang terkena PHK maka kesejateraan 

ekonomi Indonesia juga ikut terganggu yang dapat dilihat dari pertumbuhan ekonomi 

yang mencapai angka minus, yaitu sebesar (-5,32%), merupakan suatu kontraksi 

pertumbuhan ekonomi yang turun drastis dari tahun 2019 tahun lalu16.  

Namunpemerintah juga mengeluarkankebijakan baru pada pajakpenghasilan yang 

dapat ditanggung oleh pihakpemerintah, yaitu keringansubsidilistrik yang diberikan 

kepada pelangganrumahtangga 450 VA mendapatkanlistrik gratis dan rumahtangga 

dengan 900 VA bersubsidimendapatkanpotongan 50% selama 3 bulan. Serta pemerintah 

memberikan kelonggaran dalam membayarkredit. 

Keringanan dalambentukkelonggaranmembayarkreditpemerintah juga 

memberikansejumlahinsentif bagi kelompokusahamikro, kecil dan menengah (UMKM) 

dengan memberikan kelonggaranmembayarkredit dalam jangka waktu 

satutahun.Sertainsentifini juga mendapatkanpenurunanbunga, 

namunketentuaninidiperuntukan oleh UMKM dengankredit di bawah Rp.10 miliar17. 

Munculnya pandemi Covid-19 menjadikan perbankan dapat 

berperanpentinguntukmendorongperekonomianindonesia, maka dari 

itumembuatmasyarakat semakin terpacuuntukmemenuhikebutuhanhidupnya yang kian 

meningkat. Namun salah satu yang menjadi penghambat yaitu keterbatasan modal, 

dalamhalinimasyarakatmembutuhkan dana atau modal 

untukmemenuhisegalakebutuhanhidup dan modal untukmenjalankanusaha yang akan 

dijalankan.  

                                                             
16Berita Resmi Statistik, “Pertumbuhan Ekonomi Indonesia Triwulan II-2020 No. 64/08/Th. XXIII”, 

(https://www.bps.go.id/pressrelease/2020/08/05/1737/-ekonomi-indonesia-triwulan-ii-2020-turun-5-32-

persen.html) diakses 8 Agustus 2020 pukul 16.30 WIB. 
17Ibrahim, Abdul Malik, Dampak Covid-19 “Terhadap Perekonomian dan Kebijakan Pemerintah 

Indonesia”,(https://amp.sukabumiupdate.com/detail/bale-warga/opini/68505-Dampak-Covid-19-Terhadap-

Perekonomian-dan-Kebijakan-Pemerintah-Indonesia) diakses pada tanggal 8agustus 2020 pukul 16.55 WIB. 

https://www.bps.go.id/pressrelease/2020/08/05/1737/-ekonomi-indonesia-triwulan-ii-2020-turun-5-32-persen.html
https://www.bps.go.id/pressrelease/2020/08/05/1737/-ekonomi-indonesia-triwulan-ii-2020-turun-5-32-persen.html
https://amp.sukabumiupdate.com/detail/bale-warga/opini/68505-Dampak-Covid-19-Terhadap-Perekonomian-dan-Kebijakan-Pemerintah-Indonesia
https://amp.sukabumiupdate.com/detail/bale-warga/opini/68505-Dampak-Covid-19-Terhadap-Perekonomian-dan-Kebijakan-Pemerintah-Indonesia


Penyebaran Covid-19 juga berdampak pada penghasilan masyarakat yang 

mengakibatkan semakin meningkat kredit di indonesia. Maka dari itu masyarakat 

memiliki kesulit dalam memenuhi kewajiban nya untuk membayar angsuran kredit 

selama masa pandemi. Pihak  pemerintah mengeluarkankebijakanbaru berupa 

kelonggaran bagi yang melalukan kredit pada bank dengan memberikan 

renegosiasiperjanjiankredit. Beberapa dari bank yang ada di indonesia telah 

mengeluarkan kebijakannya dalam menghadapi kredit macet, salah satunya Bank Sumsel 

Babel. 

Bank Sumsel Babel merupakan salah satu bank di Indonesia dengan nama perusahaan 

PT. Bank Pembagunan Daerah Sumatera Selatan dan Bangka Belitung, yang memiliki 

fungsi agar dapat membantu mengembangkan potensi daerah dan meningkatkan 

pertumbuhan perekonomian18. Nasabah yang melakukan kredit di Bank Sumsel Babel 

Cabang Kota Pagaralam juga terkena dampak pandemi Covid-19, maka pihak Bank 

memberikan keringanan berupa renegosiasi kepada pihak yang melakukan perjanjian 

kredit. 

Bank Sumsel Cabang Kota Pagaralam merupakan salah satu Bank daerah yang 

memiliki banyak nasabah, dimana dimasa pandemi Covid-19 ini Bank sumsel cabang 

kota Pagaralam juga banyak memberikan keringanan pada nasabahnya yang berupa 

memberikan Renegosiasi kepada nasabah yang memiliki banyak kerugian dan 

berdampak dimasa pandemi Covid-19.   

MenurutKamusBesar Bahasa Indonesia (KBBI) online Renegosiasi adalah 

perundingankembali.Renegosiasi biasanya dilakukan oleh pihak-pihak yang sebelumnya 

telah melakukan dan membuat kesepakatan. Oleh sebab itu, renegosiasi dapat dikatakan 

sebagai suatu perundingan kembali oleh pihak-pihak yang sebelumnya telah membuat 

                                                             
18Sejarah, Bank Sumsel Babel, (https://www.banksumselbabel.com/TentangKami?ID=1) diakses pada 

tanggal 29 september  pukul 14.00 WIB. 

https://www.banksumselbabel.com/TentangKami?ID=1


kesepakatan. Dengan di keluarkannya 

kebijakaninibertujuanuntukmeringankanbebannasabah yang sedang terkena dampak dari 

pandemi Covid-19 ini.Setiap bank memilikiperaturan dan kebijakannya masing-masing 

untukmemberikankeringan pada nasabahnya. 

Kebijakan renegosiasi perjanjian kredit bank menjadi bentuk kepedulian pihak 

perbankan atas dampak yang timbul akibat penyebaran Covid-19 di Indonesia. Dengan 

keadaan seperti ini semakin banyaknya permasalahan yang terjadi karena minimnya 

sektor ekonomi Indonesia akibat Covid-19 seperti tunggakan angsuran kredit macet, 

yang disebabkan oleh berkurangnya kemampuan debitur dalam memenuhi kewajibannya 

membayaran kredit19.  

Sektor perbankan yang terkena dampak pandemi Covid-19 melakukan mitigasi risiko 

secara cermat, serta menggunakan strategi kreatif menghadapi kondisi yang serba tidak 

menentu20. Bank indonesia memutuskan untuk menurunkan suku bunga acuan 7-Day 

Reverse repo rate sebanyak 25 basis poin menjadi sebesar 4,75% dan suku bunga deposit 

facility serta lending facility sebesar 25 basis poin masing-masing menjadi 4,00% dan 

5,5%. Dan Bank Indonesia juga menurunkan rasio giro wajib (GWM) valuta asing bank 

umum konvensional dan syariah yang semula 8% dari dana pihak ketiga menjadi 4% dari 

dana pihak ketiga untuk meningkatkan likuditas di perbankan21. 

Otoritas Jasa Keuangan (OJK) menyiapkan kebijakan untuk menjaga pertumbuhan 

perekonomian nasional sebagai kebijakan counter cyclical dalam mengantisipasi down-

side risk dari penyebaran virus corona, kebijakan OJK ini diharapkan  bisa memitigasi 

                                                             
19Pandemi Covid-19, Kompas.com, 

(https://amp.kompas.com/tren/read/2020/08/11/102500165/pandemi-covid-19-apa-saja-dampak-pada-sektor-

ketenagakerjaan-indonesia-) diakses pada tanggal 30 september 2020 pukul 15.40 WIB. 
20Stategi Bank Menghadapi Covid-19, Kontan.co.id, (https://analisis.kontan.co.id/news/strategi-bank-

menghadapi-covid-19) diakses pada tanggal 30 september 2020 pukul 15.55 WIB. 
21Nining Mardhatillah Huzaini, 2020,  “Dampak Covid-19 Bagi Dunia Perbankan Serta Kebijakan 

Asset Liability Management Untuk Meningkatkan Ekonomi Global dan Stabilitas Ekonomi Nasional” 

(https://m.lampost.co/berita-dampak-covid-19-bagi-dunia-perbankan-serta-kebijakan-i-asset-liability-

management-i-untuk-meningkatkan-ekonomi-global-dan-stabilitas-ekonomi-nasional.html) diakses pada tanggal 

30 september 2020 pukul 21.47 WIB. 

https://amp.kompas.com/tren/read/2020/08/11/102500165/pandemi-covid-19-apa-saja-dampak-pada-sektor-ketenagakerjaan-indonesia-
https://amp.kompas.com/tren/read/2020/08/11/102500165/pandemi-covid-19-apa-saja-dampak-pada-sektor-ketenagakerjaan-indonesia-
https://analisis.kontan.co.id/news/strategi-bank-menghadapi-covid-19
https://analisis.kontan.co.id/news/strategi-bank-menghadapi-covid-19
https://m.lampost.co/berita-dampak-covid-19-bagi-dunia-perbankan-serta-kebijakan-i-asset-liability-management-i-untuk-meningkatkan-ekonomi-global-dan-stabilitas-ekonomi-nasional.html
https://m.lampost.co/berita-dampak-covid-19-bagi-dunia-perbankan-serta-kebijakan-i-asset-liability-management-i-untuk-meningkatkan-ekonomi-global-dan-stabilitas-ekonomi-nasional.html


dampak pelemahan ekonomi global terhadap pertumbuhan dan stabilitas ekonomi 

nasional. Langkah stimulasi yang telah disiapkan sebagai berikut: 

1. Relaksasi pengaturan penilaian kualitas aset kredit dengan plafon sampai dengan 

Rp10 miliar, hanya didasarkan pada satu pilar yaitu ketepatan pembayaran pokok 

dan/atau bunga, terhadap kredit yang telah disalurkankepada debitur di sektor yang 

terdampak penyebaran virus corona (sejalan dengan sektor yang diberikan insentif 

oleh Pemerintah), 

2. Relaksasi pengaturan restrukturisasi kredit yang disalurkan kepada debitur di 

sektor yang terdampak penyebaran virus corona (sejalan dengan sektor yang 

diberikan insentif oleh Pemerintah), 

3. Relaksasi pengaturan ini akan diberlakukan sampai dengan 1 tahun setelah 

ditetapkan, namun dapat diperpanjang bila diperlukan.22 

Berdasarkanuraian yang telahdisampaikan, 

penulistertarikuntukmelakukanpenelitianlebihlanjut yang 

akandituangkandalambentukskripsidenganjudul “Pelaksanaan 

RenegosiasiPerjanjianKridit Antara Nasabah dan Bank Sumsel Cabang Pagaralam 

DimasaPandemiCovid-19”. 

 

B. Rumusan Masalah 

Berdasarkanlatarbelakangmasalahdiatas, makaterdapatpermasalahanterkait 

pelaksanaan renegosiasiperjanjiankredit di Bank Sumsel Cabang Kota Pagararalam 

dimasa pandemiCovid-19 yang akanditelitidalamskripsi ini, sebagaiberikut: 

                                                             
22Nining Mardhatillah Huzaini, 2020,  “Dampak Covid-19 Bagi Dunia Perbankan Serta Kebijakan 

Asset Liability Management Untuk Meningkatkan Ekonomi Global dan Stabilitas Ekonomi Nasional” 

(https://m.lampost.co/berita-dampak-covid-19-bagi-dunia-perbankan-serta-kebijakan-i-asset-liability-

management-i-untuk-meningkatkan-ekonomi-global-dan-stabilitas-ekonomi-nasional.html) diakses pada tanggal 

30 september 2020 pukul 22.00 WIB. 

 

https://m.lampost.co/berita-dampak-covid-19-bagi-dunia-perbankan-serta-kebijakan-i-asset-liability-management-i-untuk-meningkatkan-ekonomi-global-dan-stabilitas-ekonomi-nasional.html
https://m.lampost.co/berita-dampak-covid-19-bagi-dunia-perbankan-serta-kebijakan-i-asset-liability-management-i-untuk-meningkatkan-ekonomi-global-dan-stabilitas-ekonomi-nasional.html


1. Bagaimanapelaksanaanrenegosiasiperjanjian kredit antara nasabah dan Bank 

Sumsel Cabang Kota Pagaralam dimasapandemiCovid-19? 

2. Apa kendala dalam pelaksanaanrenegosiasiperjanjian kredit di Bank Sumsel 

Cabang Kota Pagaralam bagipihakkreditur dan debitur dimana kondisi Covid-19? 

C. Tujuan Penelitian 

Denganmemperhatikanpokokpermasalahandiatas, 

makatujuaningindicapaidariskripsiiniadalah: 

1. Untukmengetahuipelaksanaanrenegosiasiperjanjiankredit anatara nasabah dan 

Bank Sumsel Cabang Kota Pagaralam dimasaPandemiCovid-19. 

2. Untukmengetahuikendala dalam pelaksanaanrenegosiasiperjanjian kredit di Bank 

Sumsel Cabang Kota Pagaralam bagipihakkreditur dan debitur dimana kondisi 

Covid-19. 

D. Manfaat Penelitian 

Manfaatpenelitiandapatdirumuskansecarateoritis dan praktis. Adapun 

manfaatpenelitian yang 

ingindiperolehdaripenelitianinidiharapkanmampumemberikanmanfaatsecarateoritismaup

unsecarapraktis, yaitusebagaiberikut: 

1. Manfaat teoritis 

Hasil dari penelitian ini diharapkan dapat bermanfaat bagi perkembangan ilmu 

hukum perdata khususnya di masa pandemi Covid-19 yang terjadi di Indonesia. 

Karena saat ini literasi terkait renegosiasi perjanjian kredit yang di adakan oleh 

pihak Bank di masa pandemi Covid-19 dapat dikatakan masih kurang, oleh karna 

itu hasil penelitian ini diharapkan mampu menambah literasi baru terkait 

Renegosiasi Perjanjian Kredit Bank oleh pihak Bank dimasa pandemi Covid-19. 

2. Manfaat Praktis 



Manfaat Praktis yang diharapkan pada skripsi ini sebagai sarana untuk menambah 

wawasan dan pengetahuan bagi para pembaca dan dapat memberikan manfaat 

dan literasi sebagai masukan bagi pihak yang terlibat dalam renegosisasi 

perjanjian kredit bank di masa pandemi Covid-19. 

E. Ruang Lingkup Penelitian 

Untukmenghindaripembahasan yang terlaluluas, 

makapenulismembatasipenelitianhanya padapelaksanaanrenegosiasiperjanjiankreditdi 

Bank Sumsel Cabang Kota Pagaralam dimasapandemiCovid-19 serta 

Kendalapelaksanaanrenegosiasikredit di Bank Sumsel Cabang Kota Pagaralam 

bagipihakkreditur dan debiturdimasapandemiCovid-19 di Indonesia. 

F. Kerangka Teori 

1. Teori Perjanjian 

IstilahPerjanjiandisebut juga denganpersetujuan, yang berasaldaribahasa Belanda 

yaknioverseenkomst. MenurutSubekti “suatuperjanjiandinamakan juga 

persetujuankarenakeduapihakitusetujuuntukmelakukansesuatu, 

dapatdikatakanbahwaduaperkataan (perjanjian dan persetujuan) 

ituadalahsamaartinya”23. Teoriperjanjianterdapat pada Pasal 1313 

KUPerdatayakni24:  

“Suatupersetujuanadalahsuatuperbuatan di mana satu orang 

ataulebihmengikatkandiriterhadapsatu orang lain ataulebih”.  

                                                             
23Subekti, 1987, Hukum Perjanjian, Intermassa, Jakarta.  hlm.11  
24Pasal 1313 Kitab Undang-Undang Hukum Perdata 



Asaskebebasanberkontrakdalam Pasal 1338 KUPerdata, para 

pihakdalamkontrakbebasuntukmembuatperjanjianapapunisi dan 

bagaimanapunbentuknya. Dalamperjanjianterdapatbeberapaunsuryaitu25: 

a. Ada pihak-pihak, Pihak pihak disini adalah subjek perjanjian sedikitnya dua 

orang atau badan hukum dan harus mempunyai wewenang melakukan 

perbuatan hukum sesuai yang ditetapkan oleh Undang-Undang. 

b. Ada persetujuan antara pihak-pihak, yang bersifat tetap dan bukan suatu 

perundingan. 

c. Ada tujuan yang akan dicapai, hal ini dimaksudkan bahwa tujuan para 

pihak hendaknya tidak bertentangan dengan ketertiban umum, kesusilaan 

dan undang-undang. 

d. Ada prestasi yang akan dilaksanakan, hal ini dimaksudkan bahwa prestasi 

merupakan kewajiban yang harus dipenuhi oleh pihak-pihak sesuai dengan 

syarat-syarat perjanjian. 

e. Ada bentuk tertentu, lisan atau tulisan. Hal ini berarti bahwa perjanjian bisa 

dituangkan secara lisan atau tertulis. Hal ini sesuai ketentuan Undang-

Undang yang menyebutkan bahwa hanya dengan bentuk tertentu suatu 

perjanjian mempunyai kekuatan mengikat dan bukti yang kuat. 

Dalam suatu perjanjian agar pernjanjian tersebut dapat dikatan sah maka ada 

syarat-syarat terjadinya suatu persetujuan yang sah terdapat dalam pasal 1320 

KUHPerdata, yaitu26: 

a. Kesepakatan para pihak mengikatkan diri; 

b. Kecakapan untuk melakukan perikatan; 

                                                             
25Riadi muchlisin, kajian pustaka.com, “Teori Perjanjian” 

(https://www.kajianpustaka.com/2013/02/teori-perjanjian.html), diakses pada tanggal 15 september 2020, pukul 

10.23 WIB 

 
26Ibid., hlm.74. 

https://www.kajianpustaka.com/2013/02/teori-perjanjian.html


c. Suatu objek tertentu atau ada yang diperjanjikan; 

d. Suatu sebab yang tidak terlarang. 

Teori perjanjian ini digunakan karena ketika pihak bank memberikan pinjaman 

dan diterima oleh pihak nasabah akan terikatnya suatu perjanjian, perjanjian tersebut 

yang telah dikendaki atau disepakati oleh para pihak.  

 

 

 

2. Teori Kredit 

Istilah kredit berasal dari bahasa Yunani (credere) yang berarti kepercayaan 

(truth atau faith), oleh karena itu dasar dari kredit ialah kepercayaan. Seseorang atau 

suatu badan yang memberikan kredit (kreditur) percaya bahwa penerima kredit 

(debitur) di masa mendatang akan sanggup memenuhi segala sesuatu yang telah 

dijanjikan. Dapat beruba barang, uang, atau jasa27. Pada Undang-Undang Perbankan 

Nomor 10 Tahun 1998 yaitu:  

“Kredit merupakan penyediaan uang atau tagihan, bedasarkan persetujuan atau 

kesepakatan pinjam-meminjam antara bank dengan pihak lain yang mewajibkan 

pihak peminjam melunasi utangnya setelah jangka waktu tertentu dengan 

pemberian bunga”.  

Adapun unsur-unsur di dalam pemberian suatu kredit  menurut Drs. Thomas 

Suyatno dalam bukunya “dasar-dasar perkrditan” sebagai berikut:  

a. Kepercayaan, yaitu suatu keyakinan pemberi kredit bahwa kredit yang 

diberikan akan benar-benar diterima kembali dimasa tertentu dimasa datang. 

Kepercayaan ini di berikan kepada bank, dimana sebelumnya sudah 

                                                             
27Thomas Suyanto, H.A. Chalik, Made Sukada, Akt; MA, C. Tinon Yunianti Ananda, Djuhaepah T. 

Marala, MBA, “Dasar-Dasar Perkreditan edisi keempat”, (Jakarta, PT. Gramedia Pustaka Utama jakarta, 

2007),  hlm.12. 



dilakukan penelitian penyelidikan tentang nasabah baik secara interen 

maupun eksteren28. 

b. Waktu, yaitu suatu masa yang memisahkan antara pemberian prestasi dengan 

kontraprestasi yang akan diterima pada masa yang akan datang.29 

c. Degree of risk, yaitu suatu tingkt risiko yang akan dihadapi sebagai akibat 

dari adanya jangka waktu yang memisahkan antara pemberian prestasi 

dengan kontraprestasi yang akan diterima kedian hari. Semakin lama kredit 

diberikan semakin tinggi pula tingkat risikonya, karena sejauh kemampuan 

manusia untuk menerobos hari depan itu, maka masih selalu terdapat unsur 

ketidaktentuan yang tidak diperhitungkan. Inilah yang menyebakan 

timbulnya unsur resiko, maka timbulah jaminan dalam pemberian kredit30. 

d. Prestasi, atau objek kredit itu tidak saja diberikan dalam bentuk-bentuk uang, 

tetapi juga dapat bentuk barang atau jasa, namun karena kehidupan modern 

sekarang ini didasarkan kepada uang, maka transaksi-transaksi kredit yang 

menyangkut uanglah yang sering kita jumpai dalam praktek perkreditan31. 

 

 

 

 

G. Metode Penelitian 

Secaraetimologi, metodeberasaldaribahasa Yunani, yaitumethodos yang 

berarticaraataumenujusuatujalan32. 

                                                             
28Ibid  
29Ibid  
30Ibid 
31Ibid, hlm.14. 
32Jonaedi Effendi dan Jhony Ibrahim, “Metode Penelitian Hukum : Normatif dan Empiris”(Depok: 

Prenadamedia Group, 2018), hlm. 2. 



SedangkanpenelitianmerupakanterjemahandaribahasaInggrisyaitu“research”.Sehinggare

searchsecaraharfiahdimaknaimencarikembali33.Metodepenelitiandapatdiartikansebagaiup

ayaataucarauntukmemecahkansuatumasalahsecarasistematik. 

1. Jenis penelitian 

Jenis penelitian yang digunakan penulis yaitu penelitian hukum empiris. 

Penelitianempiris digunakan 

untukmengkajiadanyapermasalahanmakapenulismelakukanpengumpulkan data-

data dan 

melakukanpenelitianhukumdenganmenggunakanjenispenelitianempiris.Metodepen

elitianhukumempirisadalahsuatumetodepenelitianhukum yang 

berfungsiuntukmelihathukumdalamartiannyata dan 

menelitibagaimanabekerjanyahukum di 

lingkunganmasyarakat.Metodeinisebagaimetodepenelitianhukumsosiologisbahwap

enelitianhukum yang diambildarifakta-fakta yang ada di dalamsuatumasyarakat, 

badan hukumatau badan pemerintahan. 

 

2. Pendekatan penelitian 

PendekatanPenelitianuntukmendapatkaninformasi dan 

mendukungpenelitianinimakapenulismenggunakanbeberapajenispendekatan, 

antaralain : 

a. PendekatanPerundang-undangan (Statute Approach), 

merupakanpendekatan yang mengkajiberbagaiperaturanperundang-

undangan yang relevandengantopik pembahasanpenelitian, 

                                                             
33Nurul Qamar, dkk. “Metode Penelitian Hukum (Legal Research Methods)”,(Makassar: CV. Social 

Politic Genius (SIGn), 2017). 



makarenegosiasikredit yang diberikan oleh pihak Bank Sumsel Babel 

Cabang PagaralamsaatpandemiCovid-19. 

b. Pendekatankonseptual (conceptual approach) 

merupakanjenispendekatandalampenelitianhukum yang 

memberikansudutpandanganalisapenyelesaianpermasalahandalampenelitia

nhukumdilihatdariaspekkonsep-konsephukum yang melatarbelakanginya, 

ataubahkandapatdilihatdarinilai-nilai yang 

terkandungdalampenormaansebuahperaturankaitannyadengankonsep-

konsep yang digunakan34. Persepsiataupemahamanterhadapbahasahukum 

yang memilikibanyakpenafsiran (multi tafsir).  

 

3. Jenis dan Sumber data 

Sumber data adalah suatu sumber yang dapat memberikan informasi mengenai 

data. Pada penelitian ini menggunakan data primer dan sekunder, diantaranya: 

a. Data primer yaitu data yang dibuat oleh peneliti untuk menyelesaikan 

permasalahan yang sedang diteliti. Yang bersumber dari tempat objek 

penelitian dilakukan dan peneliti dari sumber pertamanya. 

b. Data sekunder yaitu data yang telah dikumpulkan untuk menyelesaikan 

masalah yang sedang diteliti. Data ini yang menjadi sumber data sekunder 

adalah literatur, artikel, jurnal, dan situs internet35. Data-data yang 

didapatkan melalui studi pustaka berbagai literatur terkait renegosiasi 

perjanjian kredit bank oleh bank, yang meliputi : 

                                                             
34Saiful Anam, “PENDEKATAN PERUNDANG-UNDANGAN (STATUTE APPROACH) DALAM 

PENELITIAN HUKUM”, (https://www.saplaw.top/pendekatan-perundang-undangan-statute-approach-dalam-

penelitian-

hukum/#:~:text=Pendekatan%20konseptual%20(conceptual%20approach)%20merupakan,nilai%20yang%20ter

kandung%20dalam%20penormaan) diakses pada 25 oktober 2020 , pukul 21:24. 
35Sugiono, Metode Penelitian Kuantitatif Kualitatif dan R&D, Bandung: Alfabeta, 2009, Cet. Ke 

8,hlm. 137. Diakses 12 Agustus2020 pukul 20.31 WIB. 

https://www.saplaw.top/pendekatan-perundang-undangan-statute-approach-dalam-penelitian-hukum/#:~:text=Pendekatan%20konseptual%20(conceptual%20approach)%20merupakan,nilai%20yang%20terkandung%20dalam%20penormaan
https://www.saplaw.top/pendekatan-perundang-undangan-statute-approach-dalam-penelitian-hukum/#:~:text=Pendekatan%20konseptual%20(conceptual%20approach)%20merupakan,nilai%20yang%20terkandung%20dalam%20penormaan
https://www.saplaw.top/pendekatan-perundang-undangan-statute-approach-dalam-penelitian-hukum/#:~:text=Pendekatan%20konseptual%20(conceptual%20approach)%20merupakan,nilai%20yang%20terkandung%20dalam%20penormaan
https://www.saplaw.top/pendekatan-perundang-undangan-statute-approach-dalam-penelitian-hukum/#:~:text=Pendekatan%20konseptual%20(conceptual%20approach)%20merupakan,nilai%20yang%20terkandung%20dalam%20penormaan


I. Bahan Hukum Primer meliputi peraturan perundang-undangan 

terkait renegosiasi perjanjian kredit di Bank Sumsel Cabang 

Kota Pagaralam dimasa pandemi Covid-19, yaitu : 

 

 

i. Kitab Undang-Undang Hukum Perdata  

ii. Undang-Undang Nomor 10 Tahun 1998Tentang 

Perubahan AtasUndang-Undang Nomor7Tahun 1992 

TentangPerbankan; 

iii. Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2020 Tentang 

Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-

Undang Nomor 1 Tahun 2020 Tentang Kebijakan 

Keuangan Negara dan Stabilitas Sistem Keuangan 

Untuk Penanganan Pandemi Corona Virus Desease 

2019 (COVID-19) dan/atau dalam Rangka Menghadapi 

Ancaman yang Membahayakan Perekonomian Nasional 

dan/atau Stabilitas Sistem Keuangan Menjadi Undang-

Undang; 

iv. PeraturanPemerintahNomor21tahun 2020 tentang 

PembatasanSosialBerskalaBesar(PSBB) 

DalamRangkaPercepatan Penanganan COVID-19.  

v. Peraturan Otoritas Jasa Keuangan Nomor 

11/POJK.03/2020 Tentang KebijakanCountercyclical 

Dampak PenyebaranCoronavirus Disease 2019 Bagi 



Lembaga Jasa Keuangan Bank (POJK Stimulus Covid-

19) 

II. Bahan Hukum Sekunder adalah bahan hukum yang dapat 

memberikan penjelasan terhadap bahan hukum primer, bahan 

hukum sekunder tersebut ialah buku-buku dan jurnal ilmiah 

terkait renegosiasi perjanjian kredit bank. 

III. Bahan Hukum Tersier adalah bahan hukum yang memberikan 

penjelasan dari bahan hukum primer dan bahan hukum 

sekunder yang meliputi kamus, media internet dan lain-lain. 

4. Metode PengumpulanData 

a. Studi Kepustakaan 

Dengan mencari, mempelajari dan mengutip data yang dapat diperoleh dari 

buku-buku, jurnal, serta internet yang berhubungan dengan skripsi ini. 

b. Penelitian Lapangan  

Dikakukandenganwawancaradengan proses Tanyajawabdalampenelitian yang 

berlangsungsecaralisan yang dilakukandenganresponden. 

Pengumpulanbahanpenelitian yang memperolehbahaninformasi yang di 

perlukantentangmasalah yang akanditeliti,melakukanpengumpulan data-data 

hasildariwawancarakepadapihak Bank Sumsel Cabang Kota Pagaralam. 

5. Lokasi Penelitian  

Penelitianinidilakukan di salah satu kota di kota Pagaralam, Sumatera Selatan 

yakni Bank Sumsel Cabang Kota Pagaralam 

untukmengetahuijalannyarenegosiasiperjanjiankredit Bank Sumsel Babel Cabang 

Kota Pagaralam dimasapandemi Covid-19serta mendapatkan data-data yang 

relevan bagi peneliti. 



6. Populasi dan sempel 

a. Populasi 

MenurutSugiyonoPopulasimerupakanwilayah generalisasi yang 

terdiriatasobyekatausubyek yang mempunyaikualitas dan karakteristiktertentu 

yang ditetapkan oleh penelitiuntukdipelajari dan 

kemudianditarikkesimpulannya. Populasi yang menjadiobjekpenelitianini 

Bank Sumsel Babel Cabang Kota Pagaralam. 

b. Sempel 

Sampeladalahsebagianobjekdiambildarikeseluruhanobjek yang diteliti 

dan 

dianggapmewakiliseluruhpopulasi,Dalampenelitianiniteknikpenentuansampel   

yang   digunakanadalahpurposive   

samplingyaituteknikpengambilansampelsumber   data  

denganpertimbangantertentu, misalnya orang tersebut yang dianggap paling 

tahutentangapa   yang   

penelitiharapkansehinggaakanmemudahkandalammenjelajahiobyek atau 

situasisosial yang diteliti36. Dalam hal ini divisi Credit Administration Bank 

Sumsel Babel Cabang Kota Pagaralam. 

7. Metode Analisis Data 

Data primer dan data sekunderpenelitianinidianalisissecarakualitatif, 

dengancaramengidentifikasi, menghubungan, dan menyelaraskan data-data yang 

diperolehdari Bank Sumsel Cabang Kota Pagaralam denganbahanhukumbaik 

primer, sekunder, dan tersierterkaitrenegosiasiperjanjiankredit di Bank Sumsel 

Cabang Kota Pagaralam dimasa pandemiCovid-19 di Indonesia dan 

mengambilkesimpulanakhir. 

                                                             
36Ismail Nurdin, Sri Hartati, Metodologi Penelitian Sosial,  (Surabaya: Penerbit Media Sahabat 

Cendekia, 2019) hlm.95. 



8. Penarikan Kesimpulan 

Penarikan Kesimpulan 

menggunakanmetodeinduktifsebagaiteknikpenarikankesimpulan, 

penarikankesimpulansecarainduktifmerupakancaramemperolehkesimpulanumumde

nganmendasarkan dan memaparkanfakta-faktaatau data khusus yang 

diperolehdarilapangan, dalamhalini di Bank. 
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